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rlnteh Pulat
Anggaran Pendidikan pada Kementerian
Negara/ Lembaga
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Telorologi
Kementerian Agama
Kementerian Keuangan
Kementerian Pertanian
Kementerian PerinCustrian
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Perhubungan
Kementerian Kesehatan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kementerian Pemuda dan Olahraga
Kementerian Pertahanan
Kementerian Keten agakerj aan
Perpu stakaan Nasional Republik Indonesia
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat
Kementerian Perdagangan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Badan Intelijen Negara
Kejaksaan Republik Indonesia
Badan Riset dan Inovasi Nasional
Anggarari'Pendidikan pada Belanja Non
Kementerian Negara/Lembaga
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dalam ribu ru

Keterangan:
Rincian Anggaran Pendidikan belum termasuk pergeseran fungsi pendidikan pada
beberapa Kementerian Negara/Lembaga sesuai hasil penelaahan RKA-K/L setelah
pengesahan APBN 2023 oleh DPR RI

an sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA
LIK INDONESI,A

Perundang-undangan dan
Hukum

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

NO KOMPONEIT ANGGARAIT PPIiIDIDIXAIT ALOI(ASI

2.2
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2.2.2.t
2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.2.4
2.2.2.5

2.2.2.6
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3
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3.2
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Arggaraa Pcadldllaa Eelalul Traasfer ke
Deerah
DAU dan DBH yang diperkirakan untuk anggaran
pendidikan
Dana Alokasi Khusus
DAK Fisik
DAK Non Fisik
Tunjangan Profesi Guru ASND
Tambahan Penghasilan Guru ASND
Bantuan Operasional Sekolah
Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD
Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Kesetaraan
Bantuan Operasional Penyelen ggaraan Museum
dan Taman Budaya
T\:njangan Khusus Guru ASND di Daerah Khusus
Otsus yang diperkirakan untuk anggaran
pendidikan
Atrggsran Pcndldlkea nolalul Penblayael
Dana Abadi Pendidikan (termasuk Dana Abadi
Pesantren)
Dana Abadi Penelitian
Dana Abadi Kebudayaan
Dana Abadi Perguruan Tinggi
Pembiayaan Pendidikan
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696.317-641.062
712.938.193.000
(16.620.55 r.938)

749.450.378
3.4A1.576.753
(2.732.126.37s\

(r7.s7o.oo2.3t6l
62.056.062.t21
29.500.OOO.OOO

32.556.062.12L
37.490.8t4.604
30.722.O95.494

76a.779.71O

t.065.247.5t7

(79.426.064.4371

(175.955.303.62U
(85.s 18.0O0.OOO)

(28.884.000.000)

(r.530.000.000)

(ro.ooo.000.000)

(2s.424.000.000)

(r9.480.OOO.OOO)

(2o.ooo.ooo.ooo)
(2o.ooo.ooo.ooo)

A. Femblayaan Utang
I. Surat Berharga Negara (Neto)

II. Pinjaman (Neto)

1. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)

a. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam
Negeri

2. Pinjaman Luar Negeri (Neto)

a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)
i. Pinjaman T\rnai
ii. Pinjaman Kegiatan

- Pinjaman Kegiatan Pemerintah Pusat
(l) Pinjaman Kegiatan K/L
(2) Pinjaman Kegiatan
Diterushibahkan

- Pinjaman Kegiatan kepada
BUMN/Pemda

b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinj aman Luar
Negeri

B. Pemblayaan Investasl
I. Klasterlnfrastruktur

1. Penyertaan Modal Negara kepada PI Hutama
Karya (Persero)

2. Penyertaan Modal Negara kepada PT Sarana
Multigriya Finansial (Persero)

3. Penyertaan Modal Negara kepada PT
Perusahaan Listrik Negara (Persero)

4. Investasi kepada Badan Layanan Umum
Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)

5. Investasi Pemerintah Nonpermanen untuk
Prograrrr Fasilitas Likuiditas Pembiayaan
Perumahan (FLPP)

II. Klaster Pendidikan
l. lnvestasi kepada Badan Layanal Umum
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)

Uraian Jumlah
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(ro.00o.000.000)

(2.564.7tO.242)

(266.796.4ts\

(336.069.01s)

(44.2s0.000)

(2s6.t72.sool

(487.902.226r,

(132.75O.OOO)

(6s9. leo.ooo)

(s.000.000.000)
(2.OOO.OOO.OOO)

(3.000.000.0o0)
(4.30O.OOO.OOO)

(4.3oo.000.0o0)

(4.789.910.242l.
(2.225.2OO.OOO],

(3.s23.940. 1s6)

(2.0oo.0oo.o00)

(58.023.453.223l
(2.2LO.253.223l.

a. Dana Abadi Pendidikan (termasuk Dana
Abadi Pesantren)
b. Dana Abadi Penelitian
c. Dana Abadi Kebudayaan
d. Dana Abadi Perguruan Tinggi

III. Klaster Perlindungan Masyarakat
1. Investasi kepada Badan Layanan Umum Badan
Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk
Dana Bersama Penanggulangan Bencana

IV. Klaster Pangal dan Lingkungan Hidup
1. Investasi kepada Badan Layanan Umum Badan
Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk
Dana Reboisasi

2. Penyertaan Modal Negara kepada PI Rajawali
Nusantara Indonesia (Persero)

V. Klaster Kerja Sama Internasional
1. Investasi kepada Badan Layanan Umum
Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan
Internasional (LDKPI)

2. Investasi kepada Islamic Development Bank
(IsDB)

3, Investasi kepada International Finance
Corporation (IFC)

4. Investasi kepada International Fund for
Agricultural Development (IFAD)

5. Investasi kepada International Development
Association (IDA)

6. Investasi kepada International Bank for
Reconstruction and Development (IBRD)

7. Investasi kepada Credit Guarantee and
Investment Facility (CGIF)

VI. Klaster Lainnya
1. Penyertaan Modal Negara kepada PT Len
Industri (Persero)
2. Penyertaan Modal Negara kepada Peru^n
LPPNPI /Airnav Indonesia

Uraian JumIah
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Uraian Jumlah

(5.6s4.o 1o.000)
(49.5O0.0O0.00o)

5.28,4.746.297
5.2a4.746.297
(r.o6s.247.s171

6.349.993.A14

(33O.s11.sosl
(296. 1s1.s0s)

(7.702.8261

(159.828.os0)

(6.744.7Or),

(96.767.4O7)

1r8.727.2s1)

(6.38r.270].

(34.36O.OOO)

72.E34.8,60.8.2t3
70.ooo.ooo.ooo

609.660.a2a

3. Cadangan Pembiaya-an Investasi
4. Pembiayaan Pendidj<an

C. Pemberian PlnJaman
I. Pinjaman kepada Badan Usaha Milik

1. Pinjaman kepada Badan Usaha Milik
Negara/ Pemerintah Daerah (Bruto)
2. Penerimaan Cicilan Pengernbalian Pinjaman
dari Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah
Daerah

I. Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Nasional

1. Percepatirn Pembarrgunan Pembangkit Tenaga
Listrik yang Menggunakan Batubara
2. Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek
Kerjasama Pemerinta-\.dengan Badan Usaha yang
Dilakukan melalui Badan Usa1a Penjaminan
Infrastruktui
3. Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman
Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional
kepada Badan Usalia Milik Negara

4. Percepatan Pembangunan Jalan Tol di
Sumatera

5. Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan
Penyelenggaraan Light Rail. Transit ILII-I
Jabodebek

6. Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga
Listri< 35.00O MW (Infrastmktur
Ketenaealistrikan)

II. Penugasan Pen-r,ediaan Pembiayaan Infrastruktur
Daerah kepada BUMN

E. Pemblayaaa Lainnya
I. Saldo Anggaran Lebih
II. Hasil Pengelolaan Aset

(-314-t
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PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA

INDONESIA
Perundang-undangan dan

Hukum

sil Djaman

Uraian Jumlah
III. Rekening Pembangunan Hutan 2.225.200.OOO
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